PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan penyesuaian

kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Mengingat

. 1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor 004);



12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

Nomor 009 Seri D Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2014 Nomor 035A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tengara Timur.

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.

N a R

Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Fraksi/Fraksi Gabungan adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan
kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik hasil pemilihan
umum.

Ketua rapat adalah salah seorang unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD
yang sedang memimpin rapat.

Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.

Komisi adalah Komisi DPRD.

Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.

Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang dibentuk dalam rapat
paripurna dan bersifat sementara.

Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) DPRD mempunyai fungsi :

a. Pembentukan Peraturan Daerah;

b. Anggaran; dan

C.

Pengawasan.

(2) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Gubernur.



(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan
dalam membahas dan menyetujui APBD bersama Gubernur.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam
bentuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka

representasi rakyat di daerah.

3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

4. Ketentuan Pasal 50 ayat (8) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
DPRD pada awal masa jabatan keangggotaan DPRD.

(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah
satu komisi.

(3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebanyak 5
(lima) komisi.

(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diupayakan sama.



(5)

(6)

(7)

(8)

9

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi,

dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain

didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul

fraksi pada awal tahun anggaran.

Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama

2 ' (dua setengah) tahun.

Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang

digantikan.

5. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 52

berbunyi sebagai berkut:

Pasal 52

(1) Jumlah komisi terdiri dari :

(2)

d.

€.

Komisi I : Bidang Pemerintahan Umum;
Komisi II : Bidang Perekonomian;
Komisi III: Bidang Keuangan;

Komisi IV : Bidang Pembangunan; dan

Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut

a.

Komisi I, Bidang Pemerintahan Umum yang meliputi urusan : Organisasi,
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan,
Kesatuan Bangsa dan Politik, Kearsipan, Perbatasan Daerah, Komunikasi
dan Informatika, Pengolahan Data Elektronik, Polisi Pamong Praja,
Statistik, = Pertanahan, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Komisi II, Bidang Perekonomian yang meliputi urusan : Perindustrian dan
Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan
Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Logistik,
Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Komisi III, Bidang Keuangan meliputi urusan : Perpajakan, Retribusi,
Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Pengawasan, Pendapatan dan
Aset Daerah, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Kawasan Industri dan

Kapet, serta Perijinan;



(3)

(4)

(9)

(6)

d. Komisi IV, Pembangunan meliputi urusan : Pekerjaan Umum, Pemukiman
dan Prasarana Wilayah, Perhubungan, Pertambangan dan Energi,
Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Kelistrikan, Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;

e. Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Transmigrasi dan
Tenaga kerja, Pendidikan, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga,
Kesehatan dan Rumah Sakit, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Sosial, Agama, Perpustakaan Daerah, Penanggulangan Bencana,
Narkoba dan HIV/AIDS.

Mitra kerja komisi I dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Biro Pemerintahan, Biro Hukum,

Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, Dinas Komunikasi

dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Arsip Daerah,

Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor

Pengolahan Data Elektronik, Kantor Penghubung, Badan Pengelola

Perbatasan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Mitra kerja komisi II dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Biro Perekonomian, Dinas Koperasi

dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas

Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan, dan KPHL Model Mutis Timau Unit XIX.

Mitra kerja komisi III dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Biro Keuangan, Dinas Pendapatan

dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu,

Badan Koordinasi Penanaman Modal, PT. Flobamor, PT. Bank NTT, PT.

Jamkrida, Kawasan Industri Bolok dan Kapet Mbay.

Mitra kerja komisi IV dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Biro Administrasi Pembangunan,

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan

Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup

Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Layanan

Umum Daerah SPAM.



(7)

(8)

9

Mitra kerja komisi V dalam melaksanakan bidang tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan
Perpustakaan Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, RSUD. Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, dan Badan Penanggulangan
Bencana.

Mitra kerja komisi I, komisi II, komisi III, komisi IV, dan komisi V selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
meliputi instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM/NGO dan
organisasi/lembaga lainnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Apabila DPRD membutuhkan mitra kerja sebagaimana di maksud pada ayat
(8), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh mitra kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelangkapan yang

bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 54

Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk
pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah ditetapkan
dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah
anggota komisi.

Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan
jumlah anggota 1 (satu) komisi di DPRD.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing

fraksi.



8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 55

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan
Peraturan Daerah bukan anggota.

Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama
2% (dua setengah) tahun.

Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah

pada setiap tahun anggaran.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Badan Legislasi Daerah bertugas :

a.

menyusun rancangan program Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang
memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta
alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

koordinasi untuk penyusunan program Badan Pembentukan Peraturan
Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan
kepada pimpinan DPRD;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan

daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

10



f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi
dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf j dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 68

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :

a. rapat paripurna;

b. rapat paripurna istimewa;
c. rapat pimpinan DPRD;

d. rapat fraksi;

e. rapat konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat komisi;

h. rapat gabungan komisi;

[y

rapat Badan Anggaran,;

rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

—.

k. rapat Badan Kehormatan;

1. rapat panitia khusus;

m. rapat kerja;

n. rapat dengar pendapat; dan

o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam
pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak
mengambil keputusan.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

11



(9)
(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

11.

(1)

(2)

Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi
Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi
dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau
wakil ketua komisi.

Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua DPRD.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Rapat Anggota Badan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia
khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat
baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara
komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik

lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Ketentuan Pasal 72 ayat (3) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat
paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat

konsultasi, dan rapat Badan Kehormatan.
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(3)

12.

13.

Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat
komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan

Anggaran rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Ketentuan Pasal 76 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 76

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76
(1) Waktu rapat DPRD :
a. Siang,
- Senin-Kamis : pukul 09.00-16.00
- Jumat : pukul 08.00-11.00 dan pukul 13.00-16.00

b. Malam, Senin - Jumat : pukul 19.30-23.00

(2) Setiap anggota DPRD wajib mengikuti rapat dan menaati waktu rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

(4) Dalam kepentingan tertentu dan mendesak Pimpinan DPRD dapat

menentukan waktu rapat pada hari Sabtu.

Ketentuan Pasal 95 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 95

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Dalam hal menghadiri rapat paripurna dan rapat rutin DPRD, pimpinan dan
anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian.

(2) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penetapan peraturan daerah, dan
rapat paripurna pembukaan serta penutupan sidang DPRD, pimpinan dan
anggota DPRD menggunakan pakaian sipil resmi.

(3) Dalam hal menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD, pimpinan dan
anggota DPRD menggunakan pakaian sipil lengkap, dan peci nasional bagi

pria dan wanita pakaian nasional.
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14.

15.

(4)

Dalam hal rapat-rapat DPRD diadakan pada malam hari baik internal
maupun bersama pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD menggunakan

pakaian motif daerah dan atau motif batik.

Ketentuan Pasal 102 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 102

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur
disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan
rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan

Daerah.

Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 103

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan
Peraturan Daerah.

Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik,
daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh
sekretariat DPRD.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan

Daerah untuk dilakukan pengkajian.
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16.

(4)

(8)

9

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat

paripurna DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat () :

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :

a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan; atau

c. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi,

gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau panitia

khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan

dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Ketentuan Pasal 106 ayat (3), huruf b angka 1 diubah sehingga Pasal 106

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 106

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur
dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan

tingkat I dan pembicaraan tingkat II
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(3)

(4)

(5)

(6)

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur

dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1.

2.

Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan
Peraturan Daerah.
Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah;

dan

3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan

umum fraksi.

b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1.

2.
3.

Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia
khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan
daerah;

Pendapat Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah; dan

Tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus

yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk

untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1.

Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/
pimpinan panitia khusus yg berisi proses pembahasan, pendapat
fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c; dan

Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan

rapat paripurna.

b. pendapat akhir gubernur.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka

2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan

bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut

tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
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Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Pebruari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA,

ALEXANDER TAKE OFONG

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 003
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